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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku 

kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan bagaimana bentuk perlindungan 

hukum terhadap anak korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. 

Bahan penelitian berupa dokumen, dan peraturan-peraturan perundangan 

Pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP  didapat diatur dalam 

bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, pidananya disebutkan objeknya adalah anak. 

Pengaturan pidana kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU 

No. 23 Tahun 2002: (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). 

Dalam hal anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 

(4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Anak 

memerlukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya seperti yang ditentukan dalam Pasal 28 B ayat ( 

2 ) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai 

sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya 

(hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di 

atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. 

Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan, setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, 

baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  

ketidakadilan; perlakuan salah lainnya. UU tersebut juga mengatur bagaimana 

pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan 

ini diatur dalam Pasal 80 dan 90. 
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak 

kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk 

tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya 

seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga 

agar jiwanya tidak terganggu.hal ini terjadi karena  Banyak orangtua menganggap 

kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah 

bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling 

bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan 

kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah 

tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga 

dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja 

maupun tidak sengaja  yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa 

serangan fisik maupun mental. 

Tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan 

terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak dan berimplikasi jauh pada 

kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan 

dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan 

korban tindak pidana kekerasan terhadap anak baik melalui proses peradilan pidana 

maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu 

dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik 

oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial 

yang ada. 

Ada kelompok masyarakat tertentu yang memandang kekerasan yang terjadi di 

dalam rumah tangganya (khusunya terhadap anak) tidak termasuk dalam tindak kekerasan 

yang perlu diberi sanksi hukum karena pelaku dan korban terikat dalam lingkup keluarga. 

Disebabkan hal tersebut, persoalan ini sering dianggap sebagai persoalan keluarga/privacy 

yang tidak dapat dicampuri pihak luar.Namun, disisi lain persoalan kekerasan termasuk 

dalam masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat menyengsarakan korban, 

maka persoalan ini patut dianggap pelanggaran yang harus mendapat sanksi hukum dan 

dapat diancam hukuman pidana. 

Pada intinya kekerasan terhadap anak bermuara pada tindakan 

seseorang/kelompok orang yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual, psiklogis, penelantaran anak dan rumah tangga, termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara 

melawan hukum. Dengan demikian,dapat dipahami bahwa tindak kekerasan akan 

menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap orang/anak yang menjadi korban. 

Menurut UU No. 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana 

atau kejahatan. Dengan demikian, anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban 

akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan  oran /kelompok 

orang/lembaga/negara. 

 



 

 

PEMBAHASAN 

Pada dasarnya seseorang telah merlakukan suatu tindak pidana dapat dikenai 

saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-

unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi 

rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab.  

Di samping memberikan perlindungan secara tidak langsung, hukum pidana 

positif, dalam hal-hal tertentu, juga memberikan perlindungan secara langsung. Dalam 

Pasal 14c KUHP ditetapkan bahwa “dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat 

(Pasal 14a), hakim dapat dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana, yaitu 

“mengganti semua atau sebagian kerugian” yang ditimbulkan oleh perbuatannya dalam 

waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya”. 

Perlindungan yang langsung ini, di samping jarang diterapkan, masih 

mengandung banyak kelemahan, yaitu: (1) ganti kerugian tidak dapat diberikan secara 

mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan 

pidana bersyarat; (2) pidana bersyarat hanya berkedudukan sebagai pengganti dari pidana 

pokok yang dijatuhkan hakim yang berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau 

pidana kurungan; (3) pemberian ganti kerugian hanya bersifat fakultatif, bukan bersifat 

imperatif. Jadi, pemberian ganti kerugian tidak selalu ada, meski hakim menjatuhkan 

pidana bersyarat. 

Dalam penggabungan perkara ini, berakhirnya putusan pidana berarti juga berakhirnya 

putusan perdata. Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum, banding 

misalnya, maka putusan perdata harus mengikuti putusan pidana. Artinya, pihak 

penggugat yang menitipkan perkara kepada Jaksa tidak dapat melakukan upaya hukum, 

meski putusan atas tuntutan ganti kerugiannya tidak memuaskan.74 Pasal tentang 

penganiayaan sendiri dalam KUHP diatur dalam BAB XX buku kedua KUHP tentang 

penganiayaan yaitu Pasal 351-358. 

 

KESIMPULAN 

Tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) didapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-

bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung 

disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam 

KUHP yang mengaturnya adalah: tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan 

perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); Bab XV tentang 

Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 

dan 305 KUHP. Para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam 

Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai 

pengaturan pidana kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU 

No. 23 Tahun 2002: (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 



72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). 

Dalam hal anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 

(4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. 
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